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A. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan
kepada masyarakat, dengan mernjalankan peran sebagai organisasi
publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat. Pelayanan publik yag diberikan didasarkan atas fungsi,
peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki
karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan
kebutuhan masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi
kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang
memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam
pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat
permaslahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan
kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan
publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan
mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan
selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit.
Persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar
ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut
sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu
sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan
bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan
persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap
perkembangan kuzlitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya
peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi
dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk
memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang
yang memiliki karakteristik public goods, dimana barang yang
disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang
dikonsumsi  masyarakat masyarakat banyak dan tingkat

keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam



pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah
menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat
ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa
dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap
pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidak percayaan
masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan
pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
kepada pengguna layanan.. Mengingat jenis layananpublik sangat
beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei
Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei
yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sekayu
melaksanakann survei kepuasaan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik maka perhitungan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai
berikut :

Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata—rata tertimbang = = = 0,11
Jumlah Unsur 9

nilai rata-rata tertimmbang dengan nunus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
SKM = ® Nilai Penitnbang

Total Unsur vang Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM vaitu antara 25 -
100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rmmns sehagai bervikuoi:

SKM Unit pelayanan x 25




terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup. Survei dilakukan kepada

Pelayanan publik di wilayah kerja Pengadilan Negeri Sekayu

masyarakat yang berkepentingan dan pernah melakukan pengurusan

layanan.

Tabel 1. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di

Pengadilan Negeri Sekayu

No. Ruang Lingkup Rata-rata Kategori Peringkat
Skor

1. Persyaratan 3,82 Baik 4

2. Prosedur 3,84 Baik 2

. Waktu Pelayanan 3,82 Baik 3

4, Biaya/Tarif 3,78 Baik 7

5. Produk Layanan 3,80 Baik 5

6. Kompetensi Pelaksana 3,76 Baik 8

7. Perilaku Pelaksana 3,75 Baik 9

8. Sarana dan Prasarana 3,80 Baik 6
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Saran dan Masukan
Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sekayu sebesar
3,82 % berada pada kategori "SANGAT BAIK” (pada interval
3,5324 s/d 4,00).
C. EVALUASI UNSUR TERENDAH

Pada Hasil Survei Masyarakat terdapat 9 (sembilan) unsur
yang menjadi tolak ukur penilaian dalam memberikan pelayanan
kepada masayarakat pengguna layanan pada Pengadilan Negeri
Sekayu. Adapun survel telah dilaksanakan pada bulan januari
sampai dengan maret tahun 2021 dengan diketahui kemudian
terdapat beberapa unsur yang memiliki nilai terendah sehingga
berada pada peringkat terakhir dari keseluruhan unsur yang ada. 3
(tiga) unsur terendah setelah dievaluasi diketahui antara lain
sebagai berikut:

1. Unsur Perilaku Pelaksana pada peringkat ke-9 (kesembilan)

dengan nilai 3,75;



2. Unsur Kompetensi Pelaksana pada peringkat ke-8 (kedelapan)

dengan nilai 3,76;

3. Unsur Biaya pada peringkat ke-7 (ketujuh) dengan nilai 3,78;

Terhadap hal tersebut, kemudian dilakukan evaluasi lebih
lanjut pada unsur yang mendapat nilai terendah, yaitu pada unsur
Perilaku Pelaksana dan diketahui yang menjadi kendala sehingga
berada pada peringkat terakhir adalah bahwa kebutuhan yang
diinginkan tidak dapat terpenuhi mengakibatkan ketidak puasan
masyarakat terhadap pelaksana. Kompetensi Pelaksana Hal ini
disebabkan penyampaian informasi yang kurang maksimal
mengenai prosedur pelayanan tersebut.

Kemudian terhadap unsur biaya, diketahui yang menjadi
kendala sehingga memiliki nilai yang rendah dibandingkan unsur
lainnya adzlah bahwa terdapat beberapa pengguna layanan
pengadilan yang menilai penjelasan yang diberikan kurang
maksimal dan menilai bahwa biaya harusnya digratiskan saja

namun terdapat biaya PNBP.

. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survei
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Di
Pengadilan Negeri Sekayu ini kami susun, atas perhatian dan

sarannya kami ucapkan terima kasih.
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